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ABSTRAK

Adapun permasalahan dalam penelitian ini, pertama, apakah implikasi perubahan
sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terhadap
pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden? Kedua, apakah implikasi perubahan
sistem pemilihan Presiden dan Wakil presiden secara langsung terhadap mekanisme
pemberhentian presiden dan wakil presiden? Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama,
implikasi perubahan pengaturan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap
pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden adalah: (i) Memunculkan sistem
presidensial yang tidak transparan. Dalam Pasal 2 UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tidak diatur tentang laporan pertanggungjawaban Presiden. Kekuasaan
Presiden yang begitu besar tanpa pertanggungjawaban akan menggiring Presiden ke arah
kekuasaan absolut yang mengancam demokrasi; (ii) Pelemahan Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebagai fungsi Lembaga Perwakilan. Ketiadaan pengaturan
pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden dalam praktik bernegara di Indonesia
pasca reformasi mengabaikan “kehendak luhur” Founding Fathers yang menginginkan
tradisi asli indonesia; (iii). Ketiadaan pertanggungjawaban Presiden bertentangan dengan
prinsip agama Islam karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannnya di
dunia dan di akhirat. Kedua, Implikasi perubahan pengaturan sistem pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden terhadap pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden adalah: (i)
Dilaksanakannya Sidang Tahunan MPR. Namun, dasar hukum pengaturan sidang
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat masih belum kuat karena: pertama, konvensi
ketatanegaraan sifatnya yang tidak tertulis dan dapat dikalahkan dengan norma hukum
tertulis. Kedua, daya ikat Tata Tertib MPR hanya berlaku ke internal; (ii) MPR Potensial
mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan MPR tidak dapat digugat dalam
lingkup kekuasaan kehakiman; (iii) Menghidupkan Gagasan Haluan Negara. Setelah
reformasi, Haluan Negara berubah wujud menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan
dijadikan sebagai haluan Negara dalam segala bidang pembangunan. Model pengawasan
ini belum efektif karena instansi pengawas bagian dari eksekutif. Selain itu, tidak ada
sanksi bagi Presiden jika tidak melaksankan RPJMN secara berlanjut.

Kata Kunci: Implikasi, perubahan, pertanggungjawaban, Presiden, Wakil Presiden,
Reformasi.
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ABSTRACT

There are two problems in this study, first, what are the implications of the change in the
system of direct election of the President and Vice President to their accountability? Second,
what are the implications of the change in the system of direct election of the President and
Vice-President to the mechanism for dismissing them? The type of research used in this study
is normative juridical. The results of the study concluded, firstly, the implications of the
change in the arrangement of the President and Vice President election system on their
accountability are: (i) Presenting a presidential system that is not transparent. In Article 2 of
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia there is no rule about President's
accountability report. The President's great power without accountability will lead the
President towards absolute power that threatens democracy; (ii) Weakening the People's
Consultative Assembly (MPR) as a function of the Representative Institution. The absence of
the President’s and Vice President’s accountability in the practice of state in Indonesia
during post-reform ignores the "noble will" of the Founding Fathers who desire Indonesian
authentic traditions; (iii). The absence of the President's accountability is contrary to the
principles of Islam because every leader will be held accountable in the world and in the
hereafter. Secondly, the implications of the change in the arrangement of the President and
Vice-President election system towards the dismissal of them are: (i) The MPR Annual
Session is held. However, the legal basis for regulating the annual session of the People's
Consultative Assembly is still not strong because: first, the constitutional conventions are
unwritten in nature and can be defeated by written legal norms. Second, the binding power of
the MPR Code of Conduct only applies to the internal; (ii) The People's Consultative
Assembly has the potency to deny the decision of the Constitutional Court. Their decision
cannot be sued within the scope of judicial power; (iii) Reviving the Idea of State Policy.
After reformation, the State Policy changed into Law No. 25 of 2004 concerning the National
Development Planning System (SPPN) and Law No. 17 of 2007 concerning the National
Long Term Development Plan (RPJPN) and used as the direction of the state in all fields of
development. This oversight model has not been effective because the supervisory agency is
part of the executive. In addition, there is no sanction for the President if he does not carry
out the RPJMN continuously.

Keywords: Implications, changes, accountability, President, Vice President, Reformation.


